' 'Aﬁsﬁ‘ak :

Akbir-akhbir ini diskursus tentang masalah Keamanap Nasional (Kamnas) hangat dibabas, setelal

' Z.gr'z_‘ébu}z'—j‘abmz Hidz‘s/euﬁimn ?dda éer&agai forum, sejak dan sebagai konsekuensi pemisaban TINT - Polri.

Lsu-isu terkait, seperts perbantuan TNL intelijen dan rabasia negara dan peradilan umum bagi militer,

Juga timbul tenggelam di antara berita-berita media massa, mengindikasikan bahwa bangsa kita masih

dalam proses mencart bentuk mengenai pergn militer yang fepat dolam kebidupcm demokraris yang baruy

dibangun. Terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kamnas, isu yang masih diperdebarkan adalah

mENGEnal pengertian dan ruan J Zingéyp Kamnas. -

Kata Kunci : Keamanan, Keamanan Nasional, Keamanan Umum

Pendahuluan
Keamanan berasal  dari

‘aman” yang berarti': bebas, terlindung dari

kata  pokek
bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin,
dapat dipercaya, dapat diandalkan, sedangkan
‘keamanan” memiliki  art

suasana  aman,

ketenteraman, ketenangan (Peter Salim, 2002).

Keamanan memiliki pengertian yang
universal atau sering disebut dengan securizy. Pada
awal mulanya konsep keamanan (security) hanya
menyangkut pengertian yang berkaitan dengan
keamanan suatu Negara. Komisi Konstitusi
(2004) dengan mengutip Patrick J. Garrity
mengemukakan bahwa pengertian “security” :
“closely tied to a state’s defense of sovereign interest

&y mz']z'z‘a?y means. Af ifs most fundamental level,
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the term security bas meant the effort to protect
population and territory against organized! force
while advancing state interest through competitive
behavior”,

Pemahaman tentang konsep'keamanan.

Dalam  literatur"kepolisian, pengertian
keamanan secara umum adalah © keadaan arau
kondisi bebas dari gangguan fisik, maupun psikis,
terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya
harta benda dari segaln macam ancaman gangguan
dan babaya” (Awaloedin Djamin, 2004). Sudah
barang tentu pemahaman ini berbeda dengan
pengertian keamanan (securizy) pada awalnya,
karena ini lebih mengacu pada pengertian
“keamanan dan ketertiban masyarakat” yang
kita biasa gunakan atau juga disebut keamanan
umum  (public security). Dalam hal ini istilah
lama seperti public order atau low and order
telah mengalami perluasan, di mana order tidak




oleh;bahasa krta seharl hzi;:l,
-menyangkut keamanan At

'kronis kelaparan, penyaklt dan pemndasqn
_ Kedua, berarti ‘perlindungan dari gangcman_

- mendadak yang merugikan pola, keh;dupaﬂ
sehari-hari di rumahy di tempat kerja ataupun
dalam,-_ masyarakat: The - Human Development
Report tersebut dijatas mengidentifikasi 7(tujuh)
elemen’ yarig merupakan buman securify, yaitu
(1) economic security, (2) food security, (3) bealth
security, (4) environmental security, (5) personal
security, (6) community security, dan (7) political
security. Fokus dari humaen securify ini ‘adalaly
manusia, bukan negara.

Berdasarkan uraian di atas, istilah keamanan
mempunyal pengertian yang berancka ragam,
sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, tetaps
harus dikaitkan ‘dengan sesuatu; misalnya
“headaan atau hondist\bebas dart gangguan fisik,
maupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa
dan terjaminnya barta bendg dari segala macan
ancaman gangguan  4an babaya” (Awaloedin
Djamin, 2004). karena itu pengettian istilah
keamanan sangat tergantung pada katd ‘yang
mengikutinya. Ditinjau dari ratarannya, paling
tidak kita bisa mengelompokkan konsep
keamanan itu dalam 4(empat) kategori yaitu
(1) International security, (2) National (State)
security, (3) Public security (and Order), dan (4)

Human security.

Memahami konsep Keamanan WNasional

Secjalan dengan perkembangan pemahaman
tentang security, pada pasca Perang Dunia IT konsep
keamanannasional (nationalsecurity) juga digulirkan.

Komisi Konstitusi(2004)  dengan  mengutip

zik;m te‘tapl sud' h-’- i

Istilah secwzz‘y Juga tehh bergeser dari'_ _ i'mz !zz‘m y componem‘
kemb: nw(semakmluas) Scmenja}\.tahunl994: _ :
| 'dengf.tn \.elu}lmyi %eHumanDewlopmem‘qumz‘f
-éan U'\TDP dlkenal pula istilah ¢ /’auman s.e'cm'zz‘y g

-._ymg beraru pertama, keamanan dam ancaman .

- Schoemaker

from m _e:f'ml mmszmz, an az‘z‘zz‘ude przma: ify. d: zfz,'en L
by the fwr;r ﬂs a 1 esu!z‘ z‘}.ie arzgma! conrepz }.zfm’ a m ong G |

: Pengertmn in

_-1I1V’LSl dari luar sehingga seohh olah hanya_-_
; menyangi\ut ‘upaya pertahanan dalam rangka
menjaga keqmanan nasmnal (necrara} Karena:._
- itu pada tataran global berlangsung pemlkarfm o
‘kembali atau peninjauan ulang tentang dimensi o
'ke‘lmanan ‘Dalam - kehldupan bangsa kita,

kebut:uhan tersebut juga dirasakan karena ada -

anggapan bahwa seolah-olah: keamanan hanya
urtisannya polisi, sementara untuk menghadapi
ancaman. dari luar negeri dilakukan dengan
upaya pertahanan yang menjadi porsi urusan
TNI. Karena itu, scjalan dengan penilalan SBY
(rethinking security) bahwa kita perlu memikirkan
kembali pengertian konsep keamanan khususnya
yang menyangkut keamanan Negara.

Pemahaman  tentang konsep keamanan
nasional dapat kita rtelusuri dari beberapa
sumber. Dalam. Kamus Bahasa Indonesia
“Keamanan Nasional” berarti “kekuatan suatu
bangsa untuk melindungi negaranya terhadap
ancaman atau bahaya baik dari dalam maupun
luar negeri” (Peter Salim, 2002)¢Edy Prasetyono
(2005) mengemukakansbahwa “Keamanan
Nasional dapat.ediartikan sebagai kebijakan
politik  pemerintah yang bertujuan untuk
menegakkan situasi yang aman dan kondusif
bagi terselenggaranya pemerintahan sehingga
mampu mempertahankan tujuan vital nasional
dari segala gangguan dan ancaman. Dengan
demikian keamanan nasional perlu dilihat dalam
hubungannya dengan upaya untuk mencapai
kepentingan nasional”. Kusnanto Anggoro,
dalam buku Keamanan, Demokrasi dan Pemilu
(2004) editor Stanley

pengertian tentang konsep keamanan nasional,

tidak memberikan

tetapi dikemukakan bahwa “terdapat beberapa
ancaman terhadap keamanan nasional, yaitu
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naizona! secu *uj} was sc«'m pm;_ _amly as z‘ﬁe pi otecz‘zon 5

i ”s‘mgfn: d1k11tkan : dengan o




_'berbagal bentu - Bentuk - yang . palmg ekstrim
. ‘adalah ¢ selangan dan. pendudukan baik: dengan_.
¥ m_]uan untuk memusnahkan suatu negaxa, untuk'

ang. -"dapat muncul dalam_ '-."_TAP MPR No.VI Tahun- 20(}() bertentangan___
. | deng111 TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan.~
~Pasal 30 UUD 1945. Jika kita merujuk semata-’
-mata pada TAP MPR No. VI Tahun 2000, maka

akan diketemukan dua :54;10"81 yang bezbeda, r

ancaman nili_té:r: _

- merebut amu menguasal suatu wilayah, maupun' |
L mengubah institust. kenegaraan Dan -ancaman .
. yang tidak kalah pentmgnya adsdah ancaman

'.'-'.'i'-.ekonoml yang secala Jehs dapat mengganggu

S .':_stablhtas domesnk

Dan urman tersebut d1 atas kita memperoieh
'gambm an - bqhwz_t _Lc:;xr_na.nan nasional memiliki
pengertian | yang khugits - dalam arti obyeknya,
sehin'gga'-alﬁnya tidak mencakup seluruh -aspek
keamanan dalam stiatu negara tetapi difokuskan
pada ~ancaman ferhadap negara (Kamus dan
Kusnanto Anggoro), dan tajuan vital nasional (Edy
Prasetyono). Pemahaman ini sejalan dengan konsep
Amerika, seperd dikutip Komisi Konstitusi (2004)
dari Christopher Schoemaker) “z2e profection of the
United States Jrem anagor threats to aur fevritorial
political, or economgze well-being”.

- Berdasarkan . gambaran pengertian yang
diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa
konsep keamanan ‘nasional tidak latu berarti
keamanan secara nasional. Dalam percakapan
schari-hari terma nasional memberi kesan yang
berarti menyeluruh (pusat sampai daerah, semua
daerah, semua lapisan masyarakat); Contoh:
Bappenas, BKKBN, dan lain-lain*Sementara
tu, “National” dalam Bahasa Inggris bérarti
nasional/bangsa. Dengan perkataan lain,
konsep keamanan nasional lebih mengandung
pengertian keamanan suatu negara sebagai satu
kesatuan (entitas), bukan totalitas sehubungan
masalah keamanan, vaitu keamanan negara
dan keamanan dalam kehidupan suatu negara.
(Bandingkan pula pemikiran ini dengan konsep
“International/World Security yang menjadi

perhatian PBR).

Keamanan Negara VS Keamanan Umum

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa
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Pcmaham m ’ILnt‘mh‘ KL imanan h lcmn :

:yaztu permhanan urusan TINI dan keamanan_':
urusan p01151 Semestmya uni,uk mcmahaml_._-_-

TAP MPR No. VITahun 2000 harus melihat

: TAP MPR No VIl 1ahun 2000  yang dztetapkan
secara bersamaan melalyi Sidang: Umum MPR_

T&hun 2000

TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan Pasal
30 ayat (4) UUD 1945 secara lebih spesifik
merumuskan tugas/peran Polri dalam bidang
“‘Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” dalam
rangka menjamin “Keamanan Dalam Negeri”,
Artinya, dalam konteks pemisahan TNI dan
Polri, TAP MPR No. VI Tahun 2000 tidak
memisahkan fungsi pertahanan (TINI) dengan
fungsi  keamanan negara apalagi keamanan
secara menyeluruh, melainkan keamanan dalam
arti keamanan umum (Polri).

Untuk
konsep keamanan negara dan keamanan umum

lebih memperjelas  perbedann
sebaiknya kita menengok kembali rdmusan
ketentuan tentang Pertahanan dan Keamanan
Negara dalam setiap UUD yang pefnah berlaku
bagi negara Indonesia. Konstinusi RIS mengatur
pertahanan kebangsaan dan keamanan umum
sebagaimana_terddpat pada Bagian VI. Dan
UUDS 1950 mengatur pertahanan negara dan
keamanan umum sebagaimana terdapat pada
bagian VI. Dengan demikian, Konstitusi RIS
dan UUDS 1950 secara tegas membedakan
mereka, sebagaimana terlihat dari judul bab :
"Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Urnuny”
(RIS), dan “Pertahanan Negara dan Keamanan
Umum” (UUDS).

Disadari  bahwa
keamanan negara akan saling terkait dengan

dalam  pengelolaan

pengelolaan  keamanan umum dan bahkan
pengelolaan keamanan manusia. Namun, dalam




IHQUPUI} antar negam Sementara keamanan

hak-hak manusia (humaniora). Sudah barang

tentu . kesemuanya harus -diletakkan - dalam

konsep ~hukum, “dan - bagi . pelanggar ~akan
dihukum untuk menjamin keamanan Negara,
keamanan umum dan perlindungan Halk Asasi
Manusia. Dari segi aktor (uézima), keamanan
negara merupakan tugas dan taﬂgguhg jawab
TNI dan Polsi, keamanan umum tugas dan
tangeung jawab Polri dan keamanan manusia
tugas dan tanggung jawab Komnas FLAM.

Pertimbangan lain yang membuat kita
untuk harus berhati-hati dalam® menyusun
ruang lingkup ‘konsep Keamanan Nasional
adalah  seperti dikemukakan oleh Andi
Widjajanto. Andi Widjajanto (2003) dengan
merujuk Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap
de Wilde menekankan s “kesiga pakar sirateg:
ini memperingathan para “pembuat kebijakan
uniuk tidak terburu-bury mengeskalasi suaty isu
menjadi isu keamanan. Suaty isu banya_dapat
dikategorikan  sebagai isu  keamanan Jika isw
tersebut menghadirkan ancaman nyata (existential
threats) terhadap  kedaulatan
teritorial negara. Isu keamanan juga hanya akar

dan  keutuban
ditangani oleh akior militer jika ancaman yang
muncul diseriai dengan aksi kekerasan bersenjata
dan  telah ada kepastian babwa negara telah
mengeksplorasi  semua kemungkinan  penerapan
strategi non kekerasan’. Sejalan dengan itu, SBY
mengingatkan : “... agar kita berhati-hati dalam
pengambilan keputusan berkenaan dengan wilayah
yang hiitikal, yaitu the use of military force” (Susilo
B. Yudhoyono, 2004).

an aktor (ut’tmz;) yang berbe&a:'

Dan sch kepentmgan/pcndekatan:, keaman&an;. A Lo
% untux :
negam menyangkut Lepentmcan pohtﬂ{ kazena

paratur pcmermtah kita

konsekuen ' -_détr:i'_ _

yang - harus dlhndung,l ‘adalah pcxsetambatan '. ;:_-menjunjung suprema51 hukum Dalam hal ini -

Pohtik yc‘dtu negara, Sedanglcan keamanan_:' setiap L}ndaﬂg-undangharusm_engacupadaUUD.__'._.- '

: _'_194'5: UUD 1945 L_hususnyzi Bab XII-Pasal JD:.%'_-'_ZZ{
umum menyangkut kepentmgan perseiambatan o

2 1'sama sekah t1dal bmbmara tentan keamanan;.i'-
sosml yaim masyamkat ba,lk dalam satu negara . - o g :

-'_nasmnai melmnkan Pertahanan dan Keamanan’

-_"-':Ne i Hanya saja dlsa an@kan seb'z aimana - .
manusia menyangkut kepentmgan perhndungan. -8 ya 54 i g a_ '

“telah dﬂ\a_}l oleh Kom151 Konsﬁmm, rumusan

P.:lsal 30. (hﬂ.sﬂ amandemen) mengandung

_kemncuan karena - (berbeda dengan rlmusan
aslinyayang hanya; mengatur masalah pertahanan

negara) mencakup seolah-olah segenap masalah
pertahanan dan Leamanan bahkan penegakan
hulkum.

- Untuk menylkrlpl kerancuan tersebut, maka
seyogyanya kita membangun kesepahaman
dengan menengok Kketentuan yang tertuang
dalam Tap MPR No. VI Tahun 2000 yang
secara yuridis formal melandasi proses reformasi
(pemisahan) TIN1/Polri, yang memisahkan
fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Tentu
saja pemahaman tersebut harus tidak secarakaku
diartikan sebagai pemisahan urusan pertahanan
dengan segenap masalah keamanan tetapi hanya
menyangkut _keamanan  dalam o pengertian.
Berbicara tentang keamanansumum (pudlic
security) tentu berbeda dengan keamanan negara.
Kedua konsep keamanan tersebut memiliki
domain vang berbeda : keamanan umum
menyangkut kepentingan masyarakat (publik),
sedangkan  keamanan

negara menyangkut

kepentingan negara sebagal suatu entitas
(kesatuan yang utuh dari segenap komponen

negara: pemerintah, rakyat dan wilayah).

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas,
maka seyogyanya RUU yang akan kita susun tidak
disebut RUU Keamanan Nasional tetapi RUU
Pertahanan dan Keamanan Negara atau paling-
paling kita bisa menyebutnya RUU Keamanan
Negara. Ruang lingkup Keamanan Negara juga
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dituntue
konsisten .




: jbrontakan bersenjata kerusuhan massal
-'__yang belslfat anazkis terousme ‘internasional
RS dan gangguan yang scrupa (upaya pemehharaan
L Leamanan daian negen) '

- Mengakhlri : rnakalah ini,
_SBY_ ‘dalam  bukunyas
Menegakkan.-Civil Satiety” patut kita jadikan

- pemikiran
“Menyju  Perubahan

sebagai  rujukan & fsebetulnya  kalow  hita
meﬁdg?m’sz’kan keamanan dalam arti yang seluas-
luasnya, itu memang menyangkut segi kebidupan
apa saja dan melibathan banyak pemeran dan
pelakuy untuk menegakkan keamanan itu sendiri,
Keamanan dengan K besar diterjemabkan dengan
perté?o_cman eksternal. Bagaimana tanah air kita
ini tetap aman dari agresi lawan. Dalam Fontehs
ini, maka fugas keamanan sepenubnya dicmban
oleb_ tentara (TNI).. ..

infernal security giau keamanan iniernal Kalan

ada yang disebut dengan

keamanan dalam negeri ini kita letakkan dalam
konteks keamanan masyarakat dan terbebasmya
rakyat dari kejahatan=kejabatan, ity memang
kepolisian dibarapkan bewdivi di depan. dciapi
kalau keamanan negeri ifu adalab menyangkut
ancaman  bersenjata di - dalem “acgeri sepert
pemberontakan dan separatisme bersenjata, itu
sebetulnya paduan dari TNI dan Kepolisian. Itn
kalau kita bicara tentang domain dan wilayah
tanggung jawab, sekaligus fungsi dan tugas yang
perlu diberikan kepada TNI dan Polyi”,
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mestmyadzmjukanuntukmenohadapl Segenap SRS
s -j.”ancaman tc:rhadap keamanan negam balk yang
Ny ._-_'f.bersumbm dam luar negen daiam bentuk invasi
L mmter (upaya pertahanan) maupun ancamqn |

X t'mg I{mmmanﬁbmn
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